
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undarig-Undang' Norn.of 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi 
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4870); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang=Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 
2024; 

BUPATI BENGKULU TENGAH, 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH 
NOMOR 08 TAHUN 2024 

TENTANG 

BUPATI BENGKULU TENGAH 
PROVINS! BENGKULU 

Mengingat 

Menimbang 



5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4663); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 10); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah. 
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. 

5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 
untuk periode 4 (empat) tahun. 

6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP 
adalah dukumen perencanaan nasional untuk periode 1 
( satu) tahun. 

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah 
daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

8. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah 
dokumen perencanaan OPD untuk periode 4 (empat) tahun. 

9. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah 
dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. 

10.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang 
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 
1 (satu) tahun. 

PERATURAN BUPATI TENTANG REN CANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH 
TAHUN 2025. 

MEMUTUSKAN : 

12. Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor 11 Tahun 2024 
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi 
Bengkulu Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu 
Tahun 2024 Nomor 11);; 

13. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2022 
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten 
Bengkulu Tengah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah 
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022 Nomor 7); 
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(2) RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025 
berpedoman pada RKP Tahun 2025 dan Program Strategis 
Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD 
Provinsi. 

Pasal 4 
RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025 disusun 
berdasarkan sitematika sebagai berikut: 
BAB I : Pendahuluan 
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah 
BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah 
BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 
BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 
BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
BAB VII : Penutup 

Pasal 5 
(1) RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025 memuat: 

a. rancangan kerangka ekonomi daerah; 
b. prioritas pembangunan daerah; 
c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 

( satu) tahun; dan 
d. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait. 

BAB II 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 2 
RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025 adalah 
dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 
(satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 

Pasal 3 
RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025 merupakan 
pedoman bagi Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai 
bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan 
PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2025. 

Bagian Kedua 
Kuasa Bendahara Umum Daerah 

11. Perioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 
disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas 
maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat 
Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam 
penyusunan rencana kerja dan anggaran OPD. 
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TRIYANTOr 

BERITA DAE H KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 
2024 NOMOR 

HERIYANDI RONI t 

Ditetapkan di Karang Tinggi I pada tanggal 0$ ()o\; · 2024 
f-" Pj. BUPATI BENGKULU TENGA ~ 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. 

BAB III 
PENUTUP 

Pasal 7 

Pasal 6 
RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025 tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(3) RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025 
berpedoman pada RKP Tahun 2025 dan Program Strategis 
Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD 
Provinsi. · 
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